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ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sampai saat ini sangat
berkembang pesat, salah satunya adalah alat pembayaran elektronik yang biasa disebut
e-money atau uang elektronik. Pengaturan uang elektronik itu sendiri diatur dalam
peraturan Bank Indonesia Nomor. 11/12/PBI1/2009 tentang Uang elektronik, kemudian
Bank Indonesia meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) pada peraturan
Bank Indonesia Nomor. 19/8/PBI1/2017 tentang National Payment Gateway sebagai
wujud interkoneksi (saling terhubung) antar switching dan interoperabilitas (saling
dapat dioperasikan). Uang elektronik merupakan gagasan yang bagus untuk
masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi, disamping menawarkan penggunaan
yang cepat dan mudah, sistem tersebut sangat bersifat efektif dan efisien. Namun di
lain sisi terdapat suatu kekurangan dalam sistem tersebut yang mana kekurangan
tersebut menjadi permasalahan dalam penelitian ini, pada e-money berbasis
unregistered (tidak terdaftar) memiliki celah keamanan yang berpotensi menimbulkan
kejahatan seperti siapapun dapat menggunakan kartu tersebut walaupun bukan pemilik
sebenarnya. Dari permasalahan tersebut akan dijelaskan bagaimana upaya preventif
pemerintah sejauh ini dan bagaimana analisis perlindungan konsumennya. Telah
dijelaskan dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan
mengenai hak-hak seorang konsumen dan kewajiban produsen, dimana dalam undang-
undang tersebut dijelaskan adanya perlindungan hukum terhadap seorang konsumen.
Oleh karena itu penyusun mengambil permasalahan tersebut untuk diteliti.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yang bertujuan untuk
mengetahui aspek kemananan pada e-money berbasis unregistered yang mengacu pada
Peraturan Bank Indonesia dalam pelaksanaannya yang kemudian dianalisa
menggunakan perspektif Sadd az-zari’ah dalam hukum Islam, sehingga penelitian ini
bersifat deskriptif-analitis. Analisis dalam penelitian ini adalah dengan metode
deduktif, dengan cara melakukan eksplorasi sumber pustaka. Penelitian fokus dengan
menggunakan data dan fakta sebagai pijakan awal untuk menjawab pertanyaan
penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari Sadd az-
Zari’ah (menutup jalan) dalam hukum Islam, maka sebenarnya e-money berbasis
unregistered tersebut hukumnya haram atau dilarang digunakan karena kemungkinan
besar berpotensi menimbulkan mafsadat/kerusakan. Kemudian alat pembayaran
tersebut dapat diperbolehkan apabila hal-hal yang dapat menimbulkan mafsadat dapat
dihilangkan, seperti dengan berjalannya undang-undang Perlindungan konsumen
dengan baik dan peran pemerintah dalam mencegah hal-hal yang merugikan pengguna.

Kata Kunci: Bank Indonesia, E-money, Sadd az-zari’ah
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan
0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

tidak dilambangkan

Be

Te

es titik atas

Je

ha titik di bawah

ka dan ha

De

zet titik di atas

Er

Zet

Xi



Sin Es

Syin es dan ye

Sad es titik di bawah

Dad de titik di bawah

Ta' te titik di bawah

Za' zet titik di bawah

'Ayn koma terbalik (di atas)

Gayn Ge

Fa' Ef

Qaf Qi

Kaf Ka

Lam El

Mim Em

Nun En

Waw We

Ha' Ha
Hamzah Apostrof

Ya Ye

I1. Konsonan rangkap karena tasydid ditulis rangkap:

Cpdflaie ditulis muta‘aqqidin
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ac ditulis ‘idda
. Ta' marbitah di akhir kata.

Bila dimatikan, ditulis h:

-

i ditulis hibah
EEBSS ditulis jizyah
(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah

terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali

dikehendaki lafal aslinya).

Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

d dexs  ditulis ni'matullah
Uhkdll 88 jditulis zakatul-fitri

IV. Vokal pendek

__< (fathah) ditulis a contoh Qo ditulis  daraba
(kasrah) ditulis i contoh agd ditulis fahima
__ & (dammah) ditulis u contoh S ditulis kutiba

V. Vokal panjang:

. fathah + alif, ditulis a (garis di atas)

dlals ditulis Jjahiliyyah
. fathah + alif maqstr, ditulis a (garis di atas)

(s ditulis yas'a

. kasrah + ya mati, ditulis 1 (garis di atas)

L ditulis majid

. dammah + wau mati, ditulis G (dengan garis di atas)

a8 ditulis furid
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VI. Vokal rangkap: fathah + ya mati, ditulis ai
aSin ditulis bainakum

1. fathah + wau mati, ditulis au

Js ditulis gaul

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

] ditulis a'antum
e ditulis u'iddat
A3 SG gl ditulis la'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf gamariyah ditulis al-
ol ditulis al-Qur'an

ol ditulis al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf gamariyah.
(el ditulis al-syams

Ll ditulis al-sama

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang
Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut

penulisannya
oas il g2 ditulis zawi al-furid

audl dal ditulis ahl al-sunnah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan ekonomi dunia telah mengarah pada
berkembangnya ekonomi global. Efek dari berkembangnya ekonomi global maka
masyarakat semakin dekat dengan segala jenis teknologi dengan berbagai macam
kebutuhan. Adanya teknologi baik itu perseorangan maupun perusahaan dapat
terhubung dari satu dengan yang lainnya, salah satunya di bidang ekonomi yang mana
konsumen dapat melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran

informasi dengan sangat mudah dari banyaknya media yang tersedia.

Perdagangan elektronik atau e-commerce sebagai aplikasi dan penerapan dari
e-business yang pada saat ini sangat menjanjikan. Walaupun sebagian Asia tertinggal
dari Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang dalam hal akses e-commerce, dengan semakin
meningkatnya pengguna teknologi dan tumbuhnya minat masyarakat dalam mengolah

teknologi maka kegiatan ekonomi semakin meningkat.!

Demikian juga dengan Indonesia yang mengalami perkembangan ekonomi
seiring meningkatnya kebutuhan barang dan jasa. Meningkatnya kebutuhan

masyarakat maka adanya inovasi-inovasi dalam kegiatan ekonomi dirasa sangatlah

! Ball Donald A dkk, International Business: Tantangan Persaingan Global, (Jakarta: Salemba
Empat, 2007), him. 140.



penting untuk memudahkan masyarakat. Kemudahan dalam pembayaran dalam
transaksi jual-beli merupakan salah satu bentuk terobosan baru yang sangat luas di

masyarakat saat ini. 2

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, alat
pembayaran berupa uang elektronik yang diterbitkan oleh bank maupun bukan bank
semakin berkembang, disamping itu perlu adanya peningkatan kelancaran dan
keamanan bagi seluruh pihak penyelenggara dan juga perlu adanya pengaturan yang
lebih lengkap. Dalam hal ini Bank Indonesia memiliki kebijakan dalam mengatur
perekonomian Indonesia sebagai lembaga independen negara. Bank Indonesia
berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta yang memiliki
kebijakan moneter yang mana lembaga ini sebagai bukti nyata dari berkembangnya
ekonomi negara pada saat terjadi krisis global yang mana pada saat itu Indonesia
mengambil langkah antisipatif dan langkah responsif dalam membendung dampak

krisis keuangan global sehingga stabilitas sistem keuangan nasional tetap terpelihara.?

Semakin banyaknya masyarakat yang melakukan transaksi maka semakin
banyak pula kebutuhan masyarakat yang berujung dengan banyaknya tuntutan terhadap
penyelenggara fasilitas transaksi khususnya transaksi non tunai. Salah satu variabel

yang menjadi faktor penggunaan non tunai adalah pendapatan. Pendapatan adalah

3 Lihat Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia.



banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan
seseorang atau suatu bangsa tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh Sridawati
mengenai preferensi masyarakat terhadap penggunaan kartu pembayaran elektronik,
menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif. Pendapatan yang tinggi akan

menambah minat pegguna dalam penggunaan pembayaran non tunai.

Fitur layanan menurut Kotler dan Armstrong, fitur didefinisikan sebagai sarana
kompetitif untuk mendefinisikan produk perusahaan dengan pesaing. Sedangkan
pelayanan sebagai tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak lain,
yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.
Fitur layanan ini identik dengan kemudahan dalam pembayaran. Penelitian yang
dilakukan oleh Imam Anendro menyatakan fitur layanan berpengaruh terhadap

penggunaan e-money.*

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang No.
3 Tahun 2004, mengamanatkan bahwa salah satu tugas Bank Indonesia adalah megatur

dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dengan demikian, Bank Indonesia

4 Mario Kurniawan Efendi, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa
Yogyakarta Terhadap Penggunaan Pembayaran Non Tunai, Skripsi Jurusan Perbankan Syariah,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2017), him. 9.



memang memiliki tanggung jawab agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem

pembayaran yang efisien, cepat, tepat dan aman.’

Uang elektronik adalah uang yang digunakan dalam transaksi Internet dengan
cara elektronik. Biasanya, transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer.
Uang elektronik memiliki nilai nilai tersimpan (stored value) atau prabayar (prepaid)
dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronis yang dimiliki
seseorang. Nilai uang dalam e-money akan berkurang pada saat konsumen

menggunakannya untuk pembayaran.®

Berbagai kebijakan dan pengembangan sistem pembayaran non tunai ditempuh
Bank Indonesia dengan tetap terfokus pada empat aspek utama, yaitu peningkatan
keamanan, efisiensi, perluasan akses dalam sistem pembayaran dengan tetap
memperhatikan perlindungan konsumen, sehingga cashless society” seperti yang
diharapkan dapat tercapai. Transaksi non tunai yang merupakan bagian dari sistem
pembayaran seperti Alat Pembayaran Melalui Kartu (APMK) berupa kartu kredit, kartu

debet, kartu debet+ATM, serta e-money saat ini mulai cukup marak penggunaannya

> Rahmi Helmi dan Zaki Mubarak, “Analsisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat
Kalimantan Selatan Terhadap Penggunaan Pembayaran Non Tunai”. (Jurnal At-Taradhi, vol V 2014),
Google Portal Garuda. PDF, (20 Januari 2018, pukul 12.18 WIB), him. 1.

6 Arsita Ika Adiyanti, “Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Daya Tarik
Promosi dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Layanan E-Money, (Jurnal Fakultas Ekonomi
dan Bisnis, Vol Il1l, No 1 2015) Portal Garuda. PDF, (30 Januari 2018, pukul 12.56 WIB), him. 5.

7 Casheless society yang dimaksud adalah tujuan pemerintah terhadap masyarakat agar
terciptanya masyarakat yang melakukan aktivitas ekonomi dengan tidak menggunakan uang cash.



dan memberi banyak kemudahan bagi masyarakat. Perbankan pun juga terus
memberikan fasilitas untuk memudahkan nasabahnya melakukan berbagai transaksi
harian seperti pemasangan Electronic Data Capture? (EDC) yang terus ditambah setiap

tahunnya.

Berbekal dengan salah satu wewenang Bank Indonesia menetapkan kebijakan
dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yaitu menetapkan
penggunaan alat pembayaran. Penetapan penggunaan alat pembayaran ini
dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi
persyaratan keamanan dan efisiensi bagi penggunanya. Perkembangan teknologi di
bidang informasi dan komunikasi memberi dampak terhadap munculnya inovasi-

inovasi baru dalam pembayaran elektronik (electronic Payment).

Maka dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang
senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin
kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian
kebijakan di bidang ekonomi, termasuk keuangan. Melihat kondisi tersebut maka Bank
Indonesia selaku bank sentral Indonesia yang memiliki tugas menentukan kebijakan

moneter dan mengatur sistem pembayaran mengeluarkan kebijakan sistem pembayaran

8 EDC yang dimaksud adalah alat yang digunakan untuk melakukan pembayaran menggunakan
kartu.



melalui e-money yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.

16/08/PB1/2014.°

E-Money merupakan altenatif alat pembayaran non tunai khususnya untuk
pembayaran mikro sampai ritel. Perkembangan uang elektronik sangat pesat, pertama
kali terbit pada April tahun 2007 hanya sebanyak 165.193 instrumen. Dan terus
meningkat sampai tahun 2013 sebanyak 36.225.373, tetapi mulai Januari 2014 sampai
September 2014 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang
berhubungan langsung dengan konsumen. Meskipun e-money sangat efisien tetapi
masih banyak yang belum menggunakan layanan ini, hal ini dapat dibuktikan bahwa
masih banyak pengguna uang cash untuk membayar barang atau jasa yang ingin
dimiliki dan juga menurunnya jumlah uang elektronik pada tahun 2014. Masyarakat
juga beranggapan bahwa uang elektronik sama dengan kartu jenis lain seperti kartu
debit atau kredit, padahal hal tersebut jelas berbeda, uang elektronik ada dapat

digunakan tanpa menggunakan PIN atau identifikasi pribadi lainnya.®

Dalam undang-undang no 23 tahun 1999 jo. undang-undang no 3 tahun 2004

tentang Bank Indonesia, dalam pasal 1 poin ke 6 dijelaskan bahwa Sistem Pembayaran

® Muhammad Sofyan Abidin, “Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia sebagai Alat Sistem
Pembayaran Baru”. (Jurnal Akuntansi Unesa, Vol Ill, No 2 2015) Portal Garuda. PDF. (20 Januari
2018, pukul 12.37 WIB), him. 3.

19 Arsita Ika Adiyanti, “Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Daya Tarik
Promosi dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Layanan E-Money”, (Jurnal Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, Vol IIl, No 1, 2015) Portal Garuda. PDF, (30 Januari 2018, pukul 12.56 WIB),
him. 4.



adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, Lembaga, dan mekanisme
yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu
kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran dalam masyarakat
harus menjamin terlaksananya pemindahan uang secara efisien, dan aman sehingga
masyarakat merasa nyaman dalam melakukan transaksi dalam kegiatan ekonomi.
Menurut Anita menjelaskan bahwa yang dimaksud pembayaran elektronik adalah
pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti

Integrated Circuit (IC), Cryptography? dan jaringan komunikasi.'?

Hingga saat ini Bank Indonesia telah memberikan izin kepada beberapa
perusahaan operator e-money dari perbankan seperti Bank Mandiri, Bank BNI, Bank
BCA dan sebagainya, operator seluler seperti T-Cash, XL Tunaiku, Smartfren Telecom
dan sebagainya, pihak lain seperti Doku Pay, Doku Wallet, Go Pay dan sebagainya.
Adanya sistem operasi terhadap perusahaan diatas juga telah diatur dan tercantum pada
pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik

sebagaimana telah diubah terakhir menjadi PBI 18/17/PB1/2017.

e-money itu sendiri terdiri dari e-money berbasis chip/terdaftar dan non-

chip/tidak terdaftar. Namun fokus dalam permasalahan ini adalah bagaimana standar

""" Cryptography yang dimaksud adalah teknik-teknik matematika yang digunakan untuk
mengolah data dalam kartu e-money.

12 Muhammad Sofyan Abidin, “Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia sebagai Alat Sistem
Pembayaran Baru”. (Jurnal Akuntansi Unesa, Vol Ill, No 2 2015) Portal Garuda. PDF. (20 Januari
2018, pukul 22.49 WIB), him. 10.



pengamanan yang terjadi pada e-money berbasis non-chip/tidak terdaftar, karena pada
e-money berbasis chip/terdaftar itu sendiri memiliki standar pengamanan Personal
Number Identification (PIN) atau Finger Print yang mana apabila terjadi kehilangan
atau sesuatu yang tidak diinginkan pemilik masih bisa diantisipasi seperti dengan
adanya kode pengamanan atau pengajuan pemblokiran kartu pemilik. Hal ini jelas
berbanding terbalik dengan yang ada dalam e-money berbasis unregistered, yang mana
siapapun pemegang kartu dapat menggunakan kartu selagi dalam kartu tersebut masih
memiliki saldo yang dapat digunakan. Hal tersebut merupakan celah bagi perbuatan-
perbuatan yang tidak diinginkan terlebih lagi ini merupakan hal yang harus dibenahi
oleh pihak penyelenggara terlebih lagi bagi Bank Indonesia selaku lembaga yang

meregulasi alat pembayaran tersebut.

Dalam Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang
Gerbang Pembayaran Nasional dijelaskan bahwa Lembaga Standar bertanggung jawab
untuk memastikan keamanan dan keandalan teknologi informasi yang digunakan
dalam penyusunan, pengembangan dan pengelolaan standar.!* Hal tersebut
menunjukkan bahwa adanya jaminan keamanan terhadap pengelolaan teknologi ini.
Namun pada hal ini peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan Gerbang
Pembayaran Nasional masih belum adanya bagian yang membahas mengenai standar

keamanan bagi pengguna e-money berbasis unregistered. Dengan lemahnya

13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI1/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional.



pengaturan terhadap pengguna kartu tersebut maka ini menjadi celah bagi hal-hal yang

tidak diinginkan.

Pada peraturan lain dijelaskan hak konsumen dalam pasal 5 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen yang salah satunya adalah hak atas kenyamanan, keamanan,
dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.'* Ini menjadi dasar yang
kuat bahwa setiap pemegang e-money berbasis unregistered juga memiliki
perlindungan atas apa yang dimilikinya. Dalam pasal ini juga dijelaskan bagaimana
Undang-Undang memberikan perlindungan terhadap konsumen atas apa yang terjadi

baik sebagai langkah preventif maupun pada hal yang sudah terjadi.

Di dalam Islam transaksi telah dijelaskan pada kajian ekonomi syari’ah,
transaksi merupakan perbuatan dan hubungan sesama manusia mengenai harta
kekayaan, hak dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut dalam rangka
memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berpandukan syariat. Pengertian ini
jelas sekali menunjukkan hubungan antara transaksi dengan syariat. Syariat menjadi
guideline bagi semua aktivitas transaksi. Aktivitas transaksi yang tidak mengikuti

ketentuan syariat berarti dilarang (diharamkan).

Figh muamalah adalah peraturan Islam yang berkaitan dengan hukum-hukum
perniagaan dan menjadi frame work yang sah untuk ekonomi Islam. Hubungan antara

figh dan ekonomi Islam itu seperti kajian tata bahasa dengan kemahiran penggunaan

14 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. (Jakarta: PT
Gramedia Pustaka, 2000), him. 29.
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bahasa. Kegiatan ekonomi Islam tidak bisa dipisahkan dari figh muamalah, bahkan
kegiatan itu hendak dikawal dan dipandu oleh figh muamalah. Salah satu prinsip dalam
muamalah adalah memberikan jaminan pelaksanaan terhadap konsekuensi yang timbul
dari berbagai kontrak ataupun transaksi yang di dalamnya disepakati adanya syarat-
syarat tertentu.'> Sebuah transaksi mengikat setiap pihak untuk melaksanakan
kesepakatan akhir yang dirumuskan dalam transaksi itu, terutama apabila transaksi

tersebut diakitkan dengan syarat-syarat tertentu. Allah SWT berfirman:
il ) g8 gl ) il il Ll

Dalam suatu jual beli terjadi transaksi yang menurut jumhur (mayoritas ulama),
bahwa rukun jual-beli ada 4, yaitu: penjual dan pembeli, ijab Kabul, barang yang dijual
dan nilai tukar barang.'” Dalam transaksi e-money yang terjadi pada suatu tempat yang
terdapat merchant?4 jelas memang tidak adanya pertemuan langsung antara penjual dan

pembeli dalam suatu majlis, akan tetapi menurut Wahbah al-Zuhaili menegaskan:"

15 Juhaya S Pradja, Ekonomi Syariah. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), him. 107-108.

16 Al-Maidah (5): 1.

17 Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. (Bandung: Refika Aditama, 2011), him.
174.

18 Merchant yang dimaksud adalah pasar atau penjual yang menerima sistem pembayaran
menggunakan e-money.

19 Wahbah az Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2010), him. 41.
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“Maksud satu majlis bukanlah bermakna kedua belah pihak yang melakukan
akad itu harus berada di tempat yang sama. Sebab boleh jadi seorang duduk di tempat
yang lain dan seorang lagi di tempat lain. Tetapi keduanya dapat melakukan kontak
hubungan bisnis dengan misalnya via telpon atau yang lainnya. Dengan demikian,
yang dimaksud dengan satu majlis adalah ketika terjadi transaksi kedua blah pihak

(penjual dan pembeli) berada dalam satu masa atau waktu %’

Tujuan dari adanya alat pembayaran tersebut adalah tidak lain untuk
memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi tanpa harus mengeluarkan waktu
yang lama dan agar mengurangi dari terjadinya human error, yang berarti ini sesuali

pada kaidah fighiyyah yaitu:*!
RATENED FAPEW

Tujuan umum dari hukum syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan
hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat.
Kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu
agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Dengan kelima perkara inilah manusia dapat

menjalankan kehidupannya dengan mulia. Dalam kaitannya dengan penggunaan e-

20 Ibid., hlm. 175-176.

2l Kamal Muchtar dkk, Ushul Figh. (Yogyakarta: CV Imaji Cipta, 1995). Jilid I1, him. 207.

22 Abi al Hasan al Imam al Sindiy, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 2008).
No. 69. Jilid I, him. 42.
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money adalah dengan adanya pemeliharaan harta atau Aifz al mal. Apabila ini dapat
terealisasi berarti kita telah mulai memenuhi fungsi dari maqasid asy-syari’ah itu
sendiri. Menurut Imam Syatibi, apabila hal tersebut terpenuhi berarti telah memenuhi
peringkat kebutuhan daruriyat, yang dimaksud memelihara kelompok daruriyat adalah
memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial (pokok) bagi manusia.?
Walaupun dalam pembentukan e-money adalah bertujuan untuk memudahkan
masyarakat dalam melakukan transaksi yang mana ini sesuai pada magqasid asy -
syari’ah tingkat kedua yaitu hajiyat, yang artinya melakukan upaya untuk memberi
kemudahan kepada manusia dalam memenuhi lima unsur pokok tersebut. Akan tetapi
aspek kemaslahatan ini ditekankan kepada aspek perlindungan harta Aifz al mal dalam

kategori daruriyat.?*

Pada dasarnya transaksi jual beli adalah mubah namun penyusun melihat dari
sisi lain, yaitu dalam sisi alat pembayaran yang mana apabila melakukannya dapat
menimbulkan madarat untuk jangka panjang, baik itu disengaja maupun tidak
disengaja. Menurut Jaser Audah dalam tulisannya menjelaskan bahwa memblokir
sarana (Sadd az-zari’ah), dalam hukum Islam bermakna melarang sebuah aksi yang

legal, karena ditakutkan akan mengakibatkan aksi yang tidak legal. Para ulama

23 Saipuddin Shidig, Ushul Figh. (Jakarta: Kencana, 2011), him. 226.

24 Asafri Jaya Bakri, Konsep Magashid Syari’ah: Menurut Al-Syatibi. (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 1996), him. 72.
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bersepakat bahwa pelarangan itu hanya dapat diberlakukan jika kemungkinan
terjadinya.?S Maka penyusun melihat dari kacamata Ushul Figh bahwa suatu transaksi
yang menggunakan alat pembayaran non tunai berbasis unregistered adalah suatu yang

dapat menimbulkan kemafsadatan.

Dalam menghadapi berbagai masalah baru seperti hadirnya e-money inilah para
ahli hukum Islam kemudian dituntut untuk selalu berkreasi secara inovatif melalui
berbagai metode penafsiran atau penggalian hukum terhadap ayat-ayat al-Qur’an
maupun al-sunnah, atau dikenal dengan zstinbath hukum. Sadd az-zari 'ah merupakan
salah satu dari sekian banyak metode penafsiran atau penggalian hukum dalam kajian
hukum Islam. Sadd az-zZari’ah sebagai salah satu metode dalam penggalian hukum
Islam, dalam aplikasinya senantiasa bersandar pada konsep mas/ahah dengan berbagai
ragamnya. Metode ini lebih berkesan preventif, karena segala sesuatu yang pada
mulanya mengandung pengertian boleh (mubah) menjadi dilarang (haram) karena
akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ada indikasi yang mengarah kepada
mafsadat baik dari segi jenis maupun kualitasnya. Singkatnya, metode istinbath hukum
ini merupakan upaya untuk menutup atau menghindari suatu perbuatan yang
ditakutkan akan menimbulkan keburukan (mafsadat) yang lebih banyak bagi

manusia.2®

25 Jaser Audah, Al-Magasid. (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), him. 95.

26 Indah Dwi Astuti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pasal 9 UU No. 11 Tahun
2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pada Praktik Jual Beli
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Dalam permasalah tersebut penyusun juga menggunakan metode pendekatan
secara umum dengan metode keadilan yang diambil dari teori John Rawls, teori
tersebut digunakan karena John Rawls mencoba mengakomodir permasalahan-
permasalahan di masyarakat dengan mempertimbangkan dari teori-teori keadilan
lainnya. Dalam teorinya pun John Rawls menggunakan pembahasan-pembahasan yang

sederhana, jadi dapat dengan mudah dalam aplikasi terhadap suatu masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas dan didasarkan oleh konteks PBI tentang
Gerbang Pembayaran Nasional yang tidak hanya dilihat dari aspek materi saja namun
juga dari aspek spiritualnya, maka penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut
mengenai praktik transaksi pembayaran non tunai berbasis non-chip/tidak terdaftar.
Oleh karena itu dalam penelitian ini penyusun mengambil judul “Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI1/2017 Tentang

Gerbang Pembayaran Nasional”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat

disimpulkan bahwa masalah dalam penelitian ini adalah:

Online, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga (2017), him. 9.
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1. Bagaimana upaya preventif pemerintah terhadap Standar Pengamanan dana
masyarakat dalam e-money berbasis unregistered?
2. Bagaimana analisis perlidungan konsumen mengenai e-money berbasis

unregistered dalam perspektif Sadd az-zari’ah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Berdasarkan pokok masalah tersebut yang menjadi tujuan penelitian adalah:

a. Untuk mengetahui standar pengamanan dana masyarakat pada e-money
berbasis unregistered serta terlaksananya upaya preventif pemerintah.

b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perlindungan
konsumen mengenai e-money berbasis unregistered mengacu pada
pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia No. 19/8/PBI1/2017 tentang Gerbang
Pembayaran Nasional.

2. Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:
a. Secara Teoritis
Diharapkan dari tulisan ini dapat memberikan kontribusi khazanah
keilmuan tentang alat pembayaran non tunai. Selain itu dengan adanya tuliasn
ini diharapkan mampu memberikan referensi dan masukan terhadap pihak

penyelenggara, terutama bagi lembaga berwenang yaitu Bank Indoensia.

b. Secara Praktis



16

Bagi masyarakat, diharapkan mampu memanfaatkan fasilitas alat
pembayaran non tunai dengan baik dan bijaksana, dalam hal ini penyelenggara
e-money dapat melaksanakan kewajibannya agar dapat memenuhi hak-hak
konsumen dengan tetap memperhatikan hal-hal yang bersifat esensial,

khususnya pada alat pembayaran berbasis unregistered.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini merupakan penyampaian hasil tinjauan pustaka yaitu dengan
menampilkan konsep-konsep dasar, landasan teori yang dikontruksi pada penelitian,
dan relevansinya dengan penelitian terdaulu.?” Adapun beberapa literatur yang di
dalamnya membahas tentang tinjauan terhadap pembayaran non tunai atau e-money

antara lain sebagai berikut:

Pertama, thesis dari Rifqy Tazkiyyaturrohmah dengan judul “Transaksi Uang
Elektronik Ditinjau Dari Hukum Bisnis Syariah”. Dalam penelitian ini dijelaskan
bagaimana mekanisme transaksi uang elektronik yang berlaku di Indonesia dan
bagaimana transaksi uang elektronik ditinjau dari hukum bisnis syari’ah. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme transaksi uang elektronik yang

sudah beredar di Indonesia dan bagaimana hukum bisnis syari’ah menanggapi transaksi

27 Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis, (Yogyakarta: Graha limu,
2010), him. 35.
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ini. Penelitian ini menggunakan teori Aifz al mal dan teori uang sebagai pisau analisis

dalam penelitiannya.?

Kedua, skripsi dari Mario Kurniawan Efendi dengan judul “Analisis Faktor-
Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Yogyakarta Terhadap Penggunaan
Pembayaran Non Tunai”. Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi mahasiswa khususnya di Yogyakarta dalam menggunakan pembayaran
non tunai. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bagaimana peran pemerintah dalam
sistem pembayaran non tunai, yang mana pemerintah memiliki andil besar terhadap

jalannya program Bank Indonesia yaitu Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

Ketiga, skripsi dari Eko Priyono dengan judul “Penggunaan Digital Signature
dalam Transaksi Elektronik Perspektif A/-Magqgasid Jaser ‘Audah”. Dalam penelitian
ini dijelaskan salah satu cara untuk memberi rasa aman kepada pembeli ketika
melakukan transaksi elektronik adalah dengan menggunakan digital signature. Karena
digital signature telah menerapkan prinsip kerja cryptography yang memenuhi unsur
keamanan didalamnya, yaitu menjamin kerahasiaan pesan (confidentiality), menjamin
keutuhan pesan (integrity), menjamin keabsahan pesan (authenticity), dan menjamin

keaslian pesan agar tidak dapat disangkal (non repudiation). Sehingga, pengguna

28 Rifqy Tazkiyyaturrohmah. Transaksi Uang Elektronik Ditinjau Dari Hukum Bisnis Syariahi.
(Thesis Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2016).
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digital signature dengan prinsip cryptography diperbolenkan menurut fath al-zara’i

(membuka sarana).?

Keempat, jurnal dari Muhammad Sofyan Abidin yang berjudul “Dampak
Kebijakan E-money di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran” dalam jurnal
akuntansi Universitas Negeri Surabaya Volume Ill, Nomor 2, Tahun 2015. Dalam
jurnal ini dijelaskan mengenai informasi e-money sebagai kebijakan baru yang
dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya untuk mengatur sektor
moneter dan regulasi sistem pembayaran yang efektif dalam dunia ekonomi yang
modern sekarang ini. Dalam jurnal ini dijelaskan juga mengenai alasan Bank Indonesia

mengeluarkan kebijakan tersebut serta manfaat dari penggunaan e-money.*

Kelima, jurnal dari Ni Nyoman Anita Candrawati yang berjudul “Perlindungan
Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-money Sebagai Alata Pembayaran Dalam
Transaksi Komersial” dalam jurnal Magister Hukum Universitas Udayana, Volume II1
, No 1, Tahun 2014. Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai pengaturan e-money sebagai

alat pembayaran dalam transaksi komersial dan juga menjelaskan mengenai

2 Eko Priyono, Penggunaan Digital Signature Dalam Transaksi Elektronik Perspektif Al-
Magqasid Jaser ‘Audah, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Yogyakarta,2016).

39 Muhammad Sofyan Abidin, “Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia sebagai Alat Sistem
Pembayaran Baru”. (Jurnal Akuntansi Unesa, Vol I1l, No 2, 2015) Portal Garuda. PDF.
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perlindungan hukum terhadap pemegang kartu e-money yang mengalami kehilangan

kartu.3!

Keenam, jurnal dari Haikal Ramadhan, Aminah, dan Suradi yang berjudul
“Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan
Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang
Uang Elektronik (E-money) dalam jurnal Hukum Universitas Diponegoro, Volume 5,
Nomor 2, Tahun 2016. Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai bentuk pengawasan yang
dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap penyelenggara sistem pembayaran Uang
Elektronik dan menjelaskan mengenai perlindungan hukum bagi pengguna uang
elektronik (e-money) mengacu kepada SE Bl Nomor 10/20/DASP/2008 tentang
perubahan kedua atas SE Bl Nomor 7/60/DASP/2005 tentang prinsip perlindungan
nasabah dan kehati-hatian serta peningkatan keamanan dalam penyelenggaraan

kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu.??

Dari beberapa penelitian disebutkan di atas adalah penelitian yang berkaitan
dengan penelitian yang akan disusun oleh peneliti, yaitu Analisis Penggunaan alat

pembayaran non tunai yang berdasarkan pada peraturan Bank Indonesia. Namun,

3'Ni Nyoman Anita Candrawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-money
Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial”, (Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana,
Vol 111, No 2, 2014). Portal Garuda. PDF.

32 Haikal Ramadhan dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam
Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia No 16/8/PBI/2014 Tentang Uang
Elektronik”, (Jurnal Hukum Universitas Diponegoro, Vol V, No 2, 2016). Portal Garuda. PDF.
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berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penyusun dalam hal ini lebih fokus
pada pengamanan dana masyarakat terhadap alat pembayaran non tunai unregistered
dan langkah pemerintah dalam menjalankan upaya preventif. Penyusun juga
melakukan penelitian terhadap tinjauan hukum Islam mengenai Peraturan Bank

Indonesia Nomor 19/8/PB1/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional.

E. Kerangka Teoritik

1. Peraturan Bank Indonesia tentang E-money

Dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PB1/2009 tentang
Uang Elektronik (Electronic Money) dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 3, “Uang
Elektronik (Electronic Money) adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar
nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit”. Nilai uang
disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip yang digunakan
sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang
elektronik tersebut. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola
oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang yang mengatur mengenai perbankan.

Dengan adanya kebijakan e-money yang dilakukan Bank Indonesia, tentu
akan ada dampak bagi sektor perekonomian khususnya yang akan muncul

dikemudian hari. Hal yang patut dicermati bersama dari kebijakan Bank Indonesia
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mengenai e-money adalah apakah kebijakan tersebut dalam penerapannya benar-
benar dapat efektif dan efisien yaitu dapat memberikan kemudahan bagi konsumen
agar daya belinya optimal dan aman. Kebijakan ini juga dapat dilihat sebagai suatu
strategi dari pemerintah dan Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi dan
mengatur jJumlah uang yang beredar serta menyiasati kebijakan redenominasi yang

kurang mendapat respon baik dari masyarakat.

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang “cukup baru” dalam
dunia peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun “dengungan”
mengenai perlunya peraturan perundang-undangan yang komprehensif bagi
konsumen tersebut sudah digaungkan sejak lama. Praktek monopoli dan tidak
adanya perlindungan konsumen telah meletakkan “posisi” konsumen dalam tingkat
yang terendah dalam menghadapi para pelaku usaha (dalam arti seluas-luasnya).
Tidak adanya alternatif yang dapat diambil oleh konsumen telah menjadi suatu

“rahasia umum” dalam dunia atau industri usaha di Indonesia.

Kosumen tidak hanya dihadapkan pada persoalan ketidak-mengertian

dirinya ataupun kejelasan akan pemanfaatan, pengguna maupun pemakai barang

33 Muhammad Sofyan Abidin, “Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia sebagai Alat Sistem
Pembayaran Baru”. (Jurnal Akuntansi Unesa, Vol I1l, No 2, 2015) Portal Garuda. PDF.
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dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha, karena kurang atau terbatasnya
informasi yang disediakan, melainkan juga terhadap bargaining position yang
kadang kala sangat tidak seimbang, yang pada umumnya tercermin dalam bentuk
klausula, atau ketentuan baku yang sangat tidak informatif, serta tidak dapat

ditawar-tawar oleh konsumen mana pun.3*

3. Teori Keadilan

Menurut John Rawls keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi
sosial, sebagai mana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, batapapun
elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika tidak benar; demikian juga
dengan hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapihnya, harus di
reformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang
berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa
membatalkannya. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada
segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak

orang.

Dalam buku lain dikatakan, keadilan adalah menempatkan sesuatu pada

tempatnya. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai

3% Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. (Jakarta: PT
Gramedia Pustaka, 2000), him. 1-3.
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sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori,

keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar.

4. Sadd az-zari’ah

Pengertian Sadd az-zari’ah yang dibahas dalam penelitian Indah Dwi Astuti
berasal dari dua kata, yaitu “saddun” dan “zara- 7" jama dari "zari’ah”. Saddun
yang berarti membendung, sedangkan dzara-l berarti jalan yang menyampaikan

kepada suatu tempat.**> Secara lughawi (bahasa), az-zariah berarti:
"y gina ) L OIS g o0l gy om0 s

Arti lughawi ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan
penilaian kepada hasil perbuatan. Pengertian netral inilah yang diangkat oleh lbnu

Qayyim kedalam rumusan definisi tentang dzar 'ah, yaitu:

Yl Gk g Ay GS L

35 Indah Dwi Astuti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pasal 9 UU No. 11 Tahun

2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pada Praktik Jual Beli
Online, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga (2017), him. 23

36 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana, 2009), him. 424.

37 1bid., him. 424.
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Selanjutnya Badran memberikan definisi yang tidak netral terhadap

dzari’ah 1tu sebagai berikut:
™ Baude e Jaidiall g giaall (2l () Jua gall ga

Untuk menempatkannya dalam bahasan sesuai dengan yang dituju, kata
dzari’ah itu didaului dengan saddu () yang artinya “menutup”; maksudnya

adalah “menutup jalan terjadinya kerusakan”.%

Dalam kaidah Ushul Figh juga dikatakan bahwa menolak lemafsadatan

lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.
Aladl Gla e st duldall ado

Terdapat beberapa teori dari beberapa pendapat yang melihat Sadd az-
zari’ah sebagai kedudukan dalam pengambilan keputusan. Pertama, kelompok
yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah
mazhab Maliki dan Mazhab Hambali. Kedua, yang tidak menerima sepenuhnya
sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah mazhab Hanafi dan Mazhab
Syafi’i. Ketiga, yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam penetapan hukum

adalah mazhab Zahiri.

38 1bid., him. 424.

39 1bid., him. 424.
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Meskipun terdapat ketidaksepakatan ulama dalam penggunaan Sadd az-
zarT’ah. Namun secara umum mereka menggunakannya dalam banyak kasus.
Sebagaimana diungkapkan oleh Wahbab az-Zuhaili, kontriversi di kalangan empat
mazhab; Hanafi, Maliki, Syafi’l, dan Hambali, hanya berpusat pada satu kasus,
yaitu jaul-beli kredit. Selain kasus itu, para ulama empat mazhab banyak

menggunakan Sadd az-zari’ah dalam menetapkan hukum tertentu.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu metode yang digunakan dalam
proses penyelesaian berkaitan dengan permasalahan yang dikaji atau diteliti. Dalam

penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan
menggunakan jenis penyusunan pustaka (library research). Penelitian kualitatif
adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan latar alamiah, dengan
maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan
berbagai metode yang ada. Sedangkan penelitian kepustakaan (library research),
dalam penelitian pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu
mengkaji, mempelajari dan menelaah bahan-bahan hukum atau yang ada kaitannya

dengan penelitian ini.
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2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskripif-analitik, yaitu menjelaskan atau
memberikan gambaran terhadap bagaimana pandangan peraturan perundang-
undangan dan hukum Islam terhadap kewenangan Bank Sentral dalam mengatur e-
money dan upaya preventif oleh pemerintah dalam melindungi pengguna alat
pembayaran berbasis unregistered melalui data, sampel atau fakta yang telah

terkumpul untuk kemudian membuat suatu kesimpulan yang berlaku.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitain ini adalah pendekatan yuridis-
normatif. Pendekatan yuridis yang penyusun gunakan berkaitan dengan Peraturan
Bank Indonesia No 19/8/PB1/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional.
Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk melihat aturan hukum Islam
tentang kewajiban pemerintah dan Bank Sntral dalam mengatur penyelenggaraan

e-money.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menggali data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian
ini, penyusun menelaah literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang
diteliti. Mengingat jenis penyusunan ini adalah kepustakaan (library research),
maka penyusun mencari data-data yang terkait pokok permasalahan, seperti buku,

undang-undang, karya ilmiah, surat kabar, internet, dan sebagainya.
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Selain itu untuk menguatkan data-data yang dikumpulkan oleh penyusun,
maka diperlukan suatu kegiatan pengecekan data secara langsung ke lapangan
untuk mengetahui apakah data yang didapat sesuai dengan kenyataan atau tidak.

Kegiatan ini sering disebut verifikasi data.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya penyusun menganalisis data-data
tersebut dengan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berlandaskan pada teori
umum atau kaidah umum. Teori digunakan sebagai awal menjawab pertanyaan
penelitian, atau dapat digunakan sebagai alat, ukuran, dan untuk membangun
hipotesa. Penyusun berangkat dari perlindungan konsumen dalam peraturan
perundang-undangan dan hukum Islam, untuk mempermudah deskripsi konteks
yang bersifat umum dan diharapkan memperoleh kesimpulan untuk kemudian

ditarik kesimpulan secara khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan

yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
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Bab I: Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan
penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode

penelitian dan terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab Il: Kajian pustaka berisi pengantar, merupakan bab yang membahas e-
money menggunakan teori-teori yang digunakan seperti maqasid asy- syari’ah sebagai
teori dari tujuan pensyariatan, sadd az-zari ah dan Peraturan Perundang-undangan No.
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen serta Peraturan Bank Indonesia No.
18/17/PBI/2009 tentang E-money. Dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran

umum e-money, asas, prinsip dan pembahasan mengenai teori yang digunakan.

Bab Ill: Pembahasan pada bab ini mengenai sejarah Bank Indonesia,
mekanisme gerbang pembayaran nasional, kaitannya terhadap e-money, serta faktor-

faktor yang mempengaruhi penggunaan e-money.

Bab IV: Bab ini merupakan inti dari penelitian yang dilakukan, dalam bab ini
dibahas mengenai analisis terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI1/2017
tentang Gerbang Pembayaran Nasional, kemudian bagaimana hukum Islam mengatur

perlindungan konsumen terhadap pengguna e-money berbasis unregistered.

Bab V: Bab terakhir merupakan bab yang berisi penutup dari penelitian yang
berisi kesimpulan dari analisis yang diteliti dan saran yang diberikan mengenai sistem

pembayaran e-money berbasis unregistered.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya,

maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Kurangnya perhatian terhadap berjalannya pengaturan mengenai e-money
berbasis unregistered yang semakin lama semakin maju dengan
perkembangannya menjadi hal yang perlu diperhatikan secara bersama. Dibalik
kepraktisan dan kecepatan dalam proses penggunaannya, menjadikan hal
tersebut memiliki celah kecil terhadap keamanan bagi pengguna e-money itu
sendiri. Pemerintah dituntut untuk melakukan upaya-upaya pencegahan sampai
penyelesaian terhadap apa yang terjadi pada konsumen, sudah sepatutnya
pemerintah sebagai lembaga yang berwenang dapat menjalankan regulasi yang
ada, sebaliknya pemerintah saat ini masih belum benar-benar melaksanakan
regulasi yang ada dan terkesan masih condong kepada pihak penerbit. Sehingga
aspek-aspek perlindungan terhadap konsumen masih lemah.

2. Karena sistem pembayaran menggunakan e-money berbasis unregistered besar
kemungkinan menimbulkan peluang terjadinya madharat (kerusakan), seperti

posisi pengguna yang memiliki kelemahan dalam beberapa sisi, keamanan yang

91
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belum benar-benar dijamin, dan kurangya pelayanan khusus bagi terjadinya
hal-hal yang tidak diinginkan. Hadirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen atau yang biasa disingkat UUPK menjadi
suatu peraturan yang sangat penting untuk dilaksanakan. Tentunya dengan
tujuan agar tetap berjalannya proses ekonomi yang baik tanpa adanya
keterpihakkan pada pihak manapun.

Uang elektronik atau e-money berbasis unregistered pada dasarnya adalah suatu
sistem pembayaran yang dilarang untuk dilakukan, hal tersebut terlihat karena
adanya suatu hal yang mengandung unsur kepada keburukan / mafsadat. Seperti
belum jelasnya keamanan bagi pengguna e-money berbasis unregistered, belum
adanya langkah preventif dari penerbit ketika terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan terhadap pengguna. Di lain sisi sistem pembayaran ini menjadi
boleh dilaksanakan apabila hal-hal yang memungkinkan terjadinya mafsadat
dapat dihilangkan. Sehingga, adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen
menjadi suatu regulasi yang mengatur dan membuat langkah preventif terhadap
hal-hal yang memungkinkan timbulnya mafsadat.

B. Saran

Berdasarkan pada pembahasan yang telah disebutkan dalam skripsi ini, maka

penulis memberikan saran mengenai masalah terkait, sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, sebagai pihak yang berwenang dalam membuat regulasi maka

dirasa harus mengkaji ulang peraturan yang ada, membuat peraturan yang
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sesuai dengan objek hukum dalam hal ini adalah e-money berbasis unregistered
merupakan langkah yang tepat untuk memenuhi peraturan yang komprehensif.
Salah satu contohnya seperti: mewajibkan penerbit untuk membuka layanan
keamanan bagi pengguna kartu, mewajibkan pengguna untuk memahami
mekanisme kartu.

Bagi penerbit sudah seharusnya dapat memahami bagaimana kondisi yang akan
terjadi setelah produknya terbit dimasyarakat dan dapat mengambil langkah
preventif sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada calon
konsumennya, serta memberikan pengetahuan dan penyuluhan terhadap calon
pengguna. Hal ini sesuai pada pasal 7 UUPK yang membahas mengenai
kewajiban produsen. Dibalik itu, bagi pengguna sebagai konsumen semestinya
memahami dengan apa yang akan di gunakannya, baik itu kelebihan dan
kekurangannya. Serta memahami betul bagaimana pengguna memenuhi hak-
haknya sebagai seorang konsumen. Hal tersebut sesuai pada pasal 4 UUPK
mengenai hak seorang konsumen. Penerbit juga wajib menerbitkan standar
ketentuan dalam setiap kartu bagi calon pengguna.

Bagi Bank Indonesia, lebih memerhatikan kondisi masyarakat dan
perkembangan teknologi, bukan hanya fokus terhadap regulasi yang diturunkan
kepada penyelenggara akan tetapi juga memerhatika aspek-aspek perlindungan
konsumen dengan sangat teliti. Dari sini maka akan terlihat bagaimana seorang
konsumen dapat dilindungi hak-haknya apabila terjadi suatu hal yang tidak

diinginkan.



94

4. Adanya celah kecil terhadap e-money berbasis unregistered, seharusnya ada
langkah preventif dalam memaksimalkan sistem pembayaran tersebut. Sebagai
contoh seperti ditambahkannya verifikasi singkat atau juga dengan adanya
pelayanan cepat/fast service untuk pemblokiran kartu oleh pemilik kartu

apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan .
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LAMPIRAN I

TABEL TERJEMAHAN
BAHASA ASING (ARAB)

Nomor Ayat al-Qur’an .
Hal Footnote dan Hadits Terjemahan Ayat
10 12 | Al-Maidah (5):1 | Vanal ~orang-orang  beriman
penuhilah janji-janji...
11 15 Kaidah Fighiyah Mudahkanlah ~ dan  jangan
mempersukar...
Sadd " Jalan yang membavya . kepada
22 30 4 sesuatu, secara hissi atau
secara lughawi o
ma nawi, baik atau buruk.
RO, 25 Apa-apa yang menjadi perantara
22 31  |zaiah  menurut | - P2:2Pa yang menjadi p
. dan jalan kepada sesuatu.
Ibnu Qayyim
Pengertian Sadd az- | Apa yang menyampaikan kepada
22 32 zari’ah menurut | sesuatu yang terlarang yang
Badran mengandung kerusakan
Sudd it ah Jalan yang membavya . kepada
35 7 secar L dnm. sesuatu, secara hissi  atau
g ma nawi, baik atau buruk.
Pengertian Sadd az- .
35 8 sariah L it Apajapa yang menjadi perantara
. dan jalan kepada sesuatu.
Ibnu Qayyim
Pengertian Sadd az- | Apa yang menyampaikan kepada
36 10 zari’ah menurut | sesuatu yang terlarang yang
Badran mengandung kerusakan.
Semua yang menyempurnakan
37 12 Kaidah Ushul Figh | perbuatan wajib, maka ia tiada

lain hanyalah wajib pula.




QS. Al-An’am (6):

Dan janganlah kamu memaki
sembahan-sembahan yang
mereka sembah selain Allah,

40 15 karena mereka akan memaki
108 Allah dengen melampaui batas
tanpa pengetahuan.
...Dan janganlah mereka
memukulkan kaki mereka agar
41 16 QS. An-Nur (24): 31 diketahui perhiasan yang mereka
' ' sembunyikan...
Ketahuilah,  tanaman  Allah
adalah (perbuatan) maksiat yang
Hadits diriwayatkan (dilakukan) keadaan-Nya.
a1 17 oleh Bukhari dan | B&@ng siapa menggembalakan
Muslim (ternaknya) sekitar tanaman itu,
ia akan terjerumus ke dalamnya.
Tinggalkan apa-apa  yang
AR meragukanmu untuk mengambil
45 19 (IjIZﬂlgst_.?.lirr'mW%i?tkan apa yang tidak meragukanmu
) o Kemudharata itu harus
86 5 Kaidah Fighiyah

dihilangkan
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D. John Rawls

John Rawls lahir pada 21 Februari 1921 di Baltimore, Maryland, Amerika
Serikat adalah filsuf dari Amerika Serikat yang terkenal pada abad ke-20 di dalam
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sebagai sebuah kejujuran). Menurut Robert Nozick, A Theory of Justice adalah
sebuah karya filsafat politik dan filsafat moral yang kuat, dalam, subtil, luas,

sistematik, yang tidak pernah terlihat dalam karya-karya filsuf Jerman Lainnya.
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LAMPIRAN I11
PEDOMAN WAWANCARA
Pertanyaan Customer :

1. Mengapa anda menggunakan produk e-money?

2. Produk apa yang anda gunakan?

3. Apa kelebihan dari kartu tersebut?

4. Sudahkah pihak penerbit memberikan informasi yang benar dan jelas terhadap
penggunaan kartu tersebut?

5. Apakah anda tahu UU Perlindungan Konsumen?

6. Bagaimana aspek keamanan pada kartu tersebut?

7. Apa yang anda lakukan apabila kartu tersebut hilang?

8. Apa harapan anda terhadap e-money untuk kedepannya?

VIl



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Ranyka Miftahul Jannah

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat :Wiyoko, pelembutan, Playen, Gunungkidul, Yogyakarta
Pengguna Produk : Brizzi E-money

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan sKripsi
berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor
19/8/PBI1/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional”  sebagai pihak

konsumen/pengguna, dengan saudara:

Nama : Jeihan Multazam

NIM : 14380080

Semester VI

Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari’ah/Syari’ah dan Hukum
Alamat : JI. Kemang Barat No 7H, Rt 09 Rw 05, Bangka,

Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Maret 2018

7

Ranyka Miftafiul Jannah

VIl



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Nurul Manzhilla
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat . JI. Kramat Aris Rt 005/03. Kel. Setu. Kec. Cipayung,

Jakarta Timur

Pengguna Produk : Flazz E-money dan T-cash

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan sKripsi
berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor
19/8/PBI1/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional”  sebagai pihak

konsumen/pengguna, dengan saudara:

Nama : Jeihan Multazam

NIM : 14380080

Semester VI

Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari’ah/Syari’ah dan Hukum
Alamat : JI. Kemang Barat No 7H, Rt 09 Rw 05, Bangka,

Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 Maret 2018

Nurul Manzhilla



LAMPIRAN IV
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Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 16 Mei 1996

Agama . Islam

Domisili : Sleman

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Kemang Barat No 7H, Bangka, Mampang Prapatan,Jakarta
Selatan

Email/Kontak : Hanzmultazam@gmail.com/ 089677151498

B. Riwayat Pendidikan

2001-2008 : MI AHDI PAGI

2008-2011 : MTS DARUL MUTTAQIEN
2011-2014 : MA DARUL MUTTAQIEN
2014-2018 : UIN SUNAN KALIJAGA

C. Pengalaman Organisasi

Ketua Divisi Bahasa Asing Organisasi Pelajar Darul Muttagien
Ketua Mahasiswa DK Jakarta se DIY (IKPMB DKI Jakarta)

Ketua Divisi Editor dan Layout M-Qolam
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LAMPIRAN V

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 19/8/PBI/2017
TENTANG

GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (NATIONAL PAYMENT GATEWAY)

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

. & bahwa untuk mewujudkan sistem pembayaran nasional

vang lancar, aman, efisien, dan andal, serta dengan
memperhatikan perkembangan informasi, komunikasi,
teknologi, dan inovasi yang semakin maju, kompetitif, dan
terintegrasi maka kebijakan sistem pembayaran nasional
perlu  diarahkan pada pembangunan ketahanan,
pengembangan yang terintegras dan berkesiambungan,
serta peningkatan daya saing;

bahwa untuk membangun ketahanan, melakukan
pengembangan yang terintegras dan berkesinambungan,
serta meningkatkan daya saing sistem pembayaran
nasional,  diperfukan  penatean  infrastruktur,
kelembagaan. mstrumen. dan mekanisme sistem

Xl




LAMPIRAN VI

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 11/12/PBI2009
TENTANG
UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang: 2. bahwa perkembangan alat pembayaran berupa uang
elektronik yang sebelumnya diatur sebagai kartu prabayar
tidak hanya diterbitkan dalam bentuk kartu namun juga
felah berkembang dalam benfuk lainnya;

b. bahwa seiring dengan perkembangan teknologi informasi

Xl
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